GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG

PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Daerah
melalui kepemilikan Participating Interest 10% (sepuluh
persen) dalam Kontrak Kerja Sama pengelolaan Wilayah
Kerja minyak dan gas bumi serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Penawaran Participating Interest 10%
(sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi, Badan Usaha Milik Daerah sebagai penerima dan
pengelola Participating Interest 10% (sepuluh persen)
wajib memenuhi ketentuan tidak terdapat unsur swasta
dalam kepemilikan sahamnya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006
tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang




Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4327);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran
Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi;

16. Peraturan




16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas
Jatim Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2006 Nomor 1 Tahun 2006 Seri E) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 54);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun
2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 21);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 126);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 48);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15
Tahun 2016 tentang Penggabungan Perseroan Terbatas
(PT) Jatim Investment Management ke Dalam Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 11 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 66);

Dengan



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(PT) PETROGAS JATIM UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) yang

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur:

a. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim
Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2007 Nomor 2 Seri E);

b. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim
Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 54);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim
Utama  ditingkatkan dan  ditetapkan sebesar
Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus
milyar rupiah).

(2) Dari



(2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan
modal disetor disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi
oleh Pemerintah Provinsi paling sedikit 99%
(sembilan puluh sembilan persen) dan sisanya
terafiliasi seluruhnya dengan Pemerintah Provinsi.

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Modal usaha untuk pengelolaan participating interest
10% (sepuluh persen) dapat berasal dari APBD
maupun melalui skema kerja sama antara Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama dengan
kontraktor.

(2) Skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (2/142/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)
PETROGAS JATIM UTAMA

I. UMUM

Bahwa pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim
Utama dimaksudkan untuk mengelola sumber daya alam minyak dan
gas bumi, sumber daya energi dan energi terbarukan, sumber daya
mineral, dan pengelolaan usaha pelabuhan umum serta kegiatan jasa
penunjang lainnya. Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama salah
satu tujuannya adalah menjamin efektifitas dan akuntabilitas
pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi, sumber daya energi dan
energi terbarukan, sumber daya mineral serta pengelolaan usaha
pelabuhan umum melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan
transparan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan Terbatas (PT)
Petrogas Jatim Utama melakukan kegiatan usaha pengelolaan sumber
daya alam minyak dan gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha hulu migas, Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama mendapatkan hak pengelolaan
Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja minyak
dan gas bumi di wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Terkait
dengan pelaksanaan mendapatkan Participating Interest 10% (sepuluh
persen), telah terjadi perubahan ketentuan berdasarkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal, disebutkan
bahwa jumlah Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim
Utama ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu

triliun lima ratus milyar rupiah).

Sedangkan



II.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015
bahwa jumlah Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 200.000.000.000,00
(dua ratus milyar rupiah) serta kepemilikan Modal Dasar Perseroan
terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 99% (sembilan
puluh sembilan persen) dan Koperasi Pegawai Negeri Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur sebesar 1% (satu persen).

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, perlu dilakukan
perubahan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan
Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas
(PT) Petrogas Jatim Utama yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 sesuai

dengan peraturan perundang-perundangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontraktor” merupakan
badan usaha atau bentuk usaha tetap yang
ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan
eksploitasi pada  suatu  Wilayah  Kerja
berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 80.



